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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu hakikat anak, 

perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa 

pidananya di LPKA. Penelitian ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian tentang 

pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang 

menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum 

dengan memberikan hak-hak yang sewajarnya didapatkan oleh anak selama mereka 

menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang 

termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang 

Pemasyarakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data 

utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hak-hak apa 

saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasyarakatan) kemudian 

pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum 

terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses 

pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut 

 

Kata kunci : Pemenuhan Hak Hak Anak, Perlindungan Hukum Anak, LPKA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

  Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan 

akibat terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau 

dengan kata lain bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini 

sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, untuk itu 

pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah 

tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengenai tindak 

pidana narkotika. 5 

Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menyusun Undang-Undang 

tentang Peradilan Anak, baik dalam bentuk formil maupun materil. Usaha ini 

merupakan suatu langkah yang sangat tepat, karena di Indonesia peraturan yang 

mengatur masalah anak tergolong relatif minim. Dengan keterbatasan peraturan 

perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur tentang anak tidak 

hanya terjadi pada hukum pidana materil semata, melainkan juga terjadi pada 

hukum pidana formal.  

Pengaturan tentang anak terdapat pada Pasal 153 ayat 3 dan ayat 5 serta 

Pasal 171 sub a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara 

spesifik diatur tersendiri yakni dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 

Tentang Pengadilan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 

 
       5 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative 
Justice, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4  
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11 Tahun 20012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang ini 

ditentukan bahwa Peradilan Anak berada dalam lingkup Peradilan Umum. 

Sehingga jelas bahwa peradilan anak tidak berdiri sendiri, masuk dalam 

lingkungan Pengadilan Negeri, maka jika terjadi perkara anak dapat ditunjuk 

Hakim khusus untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana. Anak 

adalah merupakan bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk 

beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-Undang 

Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak. Setelah lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan 

kejahatan yang dilakukan anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku 

tindak pidana, diantaranya : 

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum  dan petugas 
lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga tau pakaian dinas  
(Pasal 6); 

2. Sidang anak dilakukan secara tertutup (Pasal 8 ayat 1); 
3. Hakim sidang anak adalah Hakim khusus (Pasal 9); 
4. Perkara anak diputus Hakim tunggal (Pasal 11 ayat 1); 
5. Adanya peran Pembimbing Pemasyarakatan dalam sidang perkara 

anak (Pasal 34 ayat 1 butir a); 
6. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik khusus (Pasal 

41 ayat 1); 
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib 

dirahasiakan (Pasal 42 ayat 1); 
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh 

mempertimbangkan kepentingan anak (Pasal 45 ayat 1); 
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak (Pasal 45 ayat 3); 
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmanai, rohani, dan sosial anak 

harus dipenuhi (Pasal 45 ayat 4); 
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11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan 
hukum (Pasal 51 ayat 1).    

 

Selain itu masalah perlindungan anak pelaku tindak pidana juga diatur 

dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi 

Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran 

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk 

pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas 

kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau 

pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku 

dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang 

dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi 

dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan 

usianya dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi 

kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 

tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas 

kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup 

untuk umum. 

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam pasal 64 Undang-undang 

nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana diatur hal-hal sebagai 

berikut : Pertama,  perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan 
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martabat dan hak-hak anak. Kedua, penyediaan petugas pendamping khusus 

anak sejak dini. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus. Keempat, 

penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kelima, 

pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang 

berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan 

hubungan dengan orang tua atau keluarga. Keenam, perlindungan dari 

pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.  

Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002, bahwa 

anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus 

diperlakukan secara manusiawi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi 

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta 

penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai 

dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan 

bangsa, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai 

Kultural kita.6 

Dalam tatanan realita bahwa banyak ditemukan berbagai bentuk kegiatan 

anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. 

Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariatif, misalnya pencurian, 

kesusilaan dan penganiayaan, bahkan ada yang dijadikan anak sebagai alat 

dalam tindak kejahatan seperti peredaran obat-obatan terlarang, yang akhirnya 

melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang seperti narkotika. 

 
       2 Muhammad Joni dan kawan-kawan, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam       
Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1999, hlm.1. 
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Anak dibawah umur adalah sosok pribadi yang sedang mencari jati diri 

dengan demikian selalu ingin mengetahui hal-hal yang belum pernah 

dialaminya, dengan demikian sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang 

berada diluar batas pengetahuannya.  

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung 

sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti halnya 

pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkotika 

dan psikotropika, telah menjadi bagian dari bentuk kejahatan yang dilakukan 

oleh anak. 

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat 

dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak 

sebagai “pelaku” kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat 

kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana 

penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi “pilihan” yang rasional 

dan legal.7 

Untuk itu, diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan 

kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan 

penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya 

politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara 

umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan 

 
7 Marlina, Op. Cit., hlm. 5 
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politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang 

menjadi anak pelaku kejahatan (delinquent children) atau korban kejahatan 

(neglected children) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus 

pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada 

pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan 

melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.8 Disamping itu 

ada banyak faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan 

yang dilakukan oleh anak, hal tersebut dikarenakan antara lain tentang 

keberadaan anak itu sendiri dalam masyarakat. Berdasarkan butir-butir 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak yang paling utama 

adalah anak harus memperoleh perlindungan dan perawatan seperti 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, anak juga harus mendapat 

perlindungan dari gangguan obat terlarang dan masih banyak lagi perlindungan 

yang diberikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut terhadap 

hak-hak anak. 

Sebenarnya kejahatan merupakan kegiatan perilaku yang bertentangan 

dengan hukum dan norma-norma sosial lainnya, sehingga masyarakat 

mencelanya. Telah disampaikan oleh Bonger, bahwa suatu tindak pidana dapat 

dipidana, hanya ukuran formal untuk suatu perbuatan pidana, tetapi dalam arti 

lebih penting perbuatan tersebut termasuk golongan perbuatan yang tidak 

bermoral yang dirasakan sebagai perbuatan anti sosial.9 

 
8 Ibid., hlm. 6 
      5 Hurwist, Stephan, Criminology.(disadur oleh Ny.L.Moeljatno). Bina Aksara, Jakarta.1986 
hal.141 
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Seperti halnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka secara hukum 

akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hal tersebut merupakan konsekuensi hidup bermasyarakat yang 

selalu dibatasi dan diatur oleh norma-norma yang ada. Perlu diketahui bahwa 

hukuman (punishment) yang diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan 

tersebut, hendaknya dalam bentuk yang sesuai kondisi psikis anak, sehingga 

dapat memberi pelajaran dan membimbing, memberi perlindungan agar anak 

tidak melakukan tindak pidana lagi.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah 

lebih mendalam mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan seperti 

apa perlindungan hukumnya, yang akan dituangkan dalam penelitian Skripsi 

dengan judul: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  NO. 11 TAHUN 2012 

TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN 

NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap 

anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus 

Palembang? 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

• Ruang Lingkup  

Pembahasan Skripsi ini perlu adanya pembatasan, agar supaya tidak 

menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam 

penulisan Skripsi ini penulis ingin membatasi pembahasan masalah 

implementasi peradilan anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak  dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan 

peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A 

Khusus Palembang. Namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung 

masalah lain yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 

Penelitian ini mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus 

Palembang. 

• Tujuan  

a.  untuk menganalisis implementasi  UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. 

b.  untuk menganalisis faktor – faktor  yang menjadi kendala pelaksanaan 

peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 

1A Khusus Palembang. 

D. Kerangka Konseptual  

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan pengertian dari varabel-variabel 

yang ada pada judul. 
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a. Implementasi Peradilan anak adalah upaya penerapan UU No. 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Anak oleh penegak hukum, terutama hakim 

di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang?. 

b. Peradilan anak adalah peradilan sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU 

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 

c. Faktor-faktor penghambat adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi atau 

menghambat proses penegakan hukum. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

         Penelitian ini yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses peradilan anak 

berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak  dan 

faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak 

pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, 

dengan menggunakan sampel perkara putusan Pengadilan Negeri 

Palembang, sehingga dapat menggambarkan tujuan tersebut. 

2. Jenis dan Sumber Data 

 Selanjutnya dalam rangka penyelesaian tulisan ini, penulis 

menggunakan  data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan 

(Field research) dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan 

(library research) yang terdiri dari: 
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1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu: 

- Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya 

- Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan  

Kekuasaan Kehakiman 

- Undang-Undang nomor  3 Tahun 1997 tentang  Pengadilan Anak 

Jo Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak 

- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  

Anak 

- Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang  HAM   

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

2) Bahan hukum sekunder adalah: bahan hukum yang bersumber dari 

berbagai buku literatur, jurnal penelitian, makalah seminar, majalah 

hukum, putusan pengadilan dan naskah hukum lainnya yang ada 

relevansinya dengan materi tesis ini. 

3) Bahan hukum tersier antara lain: 

Kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan sejenisnya. 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, 

penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi 

kepustakaan dan studi lapangan. 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data 

sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, 

menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

serta melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis putusan 

pengadilan Negeri  kelas IA terhadap tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak. 

b. Wawancara ( interview) 

Selain studi kepustakaan ( library research), penulis juga melakukan 

wawancara atau interview dengan hakim yang mengadili perkara anak 

( Hakim Anak) yang khususnya Hakim yang pernah mengadili 

perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri 

Palembang, guna menunjang data yang akan dianalisis.  

4. Teknik Analisis Data 

a. Dalam pengolahan data dimana data yang terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data 

dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan 

diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan, 

kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan 
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b. Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan 

untuk aspek-aspek yuridis normatif dengan melalui metode yang 

bersifat deskriftif yaitu menguraikan / memberikan jawaban  dari data 

yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara induktif). 

Sedangkan metode Induktif yaitu cara menganalisis permasalahan 

dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian 

menariknya kedalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan tesis ini, penulisan akan membagi penulisan (Skripsi) ini menjadi 4 

(empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan 

luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan Tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab 1 PENDAHULUAN  

Bab ini Menguraikan antara lain tentang latar Belakang 

perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka konsepsional, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Anak dan Tindak 

Pidana Yang dilakukan anak, perlindungan hukum dalam Sistem 

Peradilan Pidana,  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. 

Bab III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA. 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan yaitu implementasi  peradilan anak berdasarkan UU 

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak  dan faktor-

faktor yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak 

pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus 

Palembang. 

Bab IV  PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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